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ABSTRAK

Media sosial yang sering digunakan sebagai sarana jual beli produk barang
dan jasa adalah facebook dan instagram. Melalui facebook dan instagram
kebutuhan sehari-hari seperti kosmetik dan kebutuhan lainnya mudah didapatkan.
Terdapat kosmetik dengan berbagai jenis merek yang beredar di pasaran.
Banyaknya permintaan konsumen terhadap produk kosmetik, dimanfaatkan oleh
pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau
memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan
kepada masyarakat. Selanjutnya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
adalah: praktlk perbandingan keabsahan perjanjian jual beli kosmetik melalui
media sosial facebook maupun instagram sebagaimana diatur dalam KUH Perdata,
akibat hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual
beli kosmetik melalui media sosial facebook maupun instagram, dan perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kosmetik melalui media
sosial facebook maupun instagram.

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi
kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang
menggunakan sumber data yang terkumpul dan erat kaitannya dengan penelitian,
untuk kemudian dianalisis dan di deskripsikan dari data yang diperoleh. Dalam
permasalahan ini peneliti menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, teori
perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Keabsahan
perjanjian jual beli kosmetik secara online melalui facebook maupun instagram
sebagian perjanjian cenderung masih belum memenuhi syarat sah dengan
mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal terjadinya
wanprestasi penjual online/pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti
rugi, dan penggantian akibat barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
keinginan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan
transaksi jual beli kosmetik melalui facebook maupun instagram diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang
mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak-hak, kewajiban,
dan larangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam
melakukan transaksi online agar tidak terjadi kerugian dan penyimpangan. Itikad
baik juga penting agar para pihak dalam melakukan perjanjian memiliki
kewajiban untuk tidak berbuat yang sifatnya merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: Jual beli, Kosmetik, Facebook, Wanprestasi, Konsumen, Instagram



ABSTRACT

The most widely used social media as a means of buying and selling goods
and services are Facebook and Instagram. Through Facebook and Instagram,
daily necessities such as cosmetics and other equipment will be easily obtained.
There are cosmetics on the market with various types of brands. The large number
of consumer demands for cosmetics is exploited by irresponsible business actors
by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements for
circulation to the public. Furthermore, the problems studied in this study are: a
comparison of the validity of the sale and purchase agreement of cosmetics
through the Facebook and Instagram applications according to the Civil Code, the
legal consequences if one party defaults in the cosmetic sale and purchase
agreement through the Facebook and Instagram applications, and legal protection
for consumers in the agreement. buying and selling cosmetics through the
Facebook and Instagram applications.

To answer the problems above, the researcher uses a type of field research
using an empirical juridical approach. The data collection method used is using
the interview method and literature study. This research is descriptive qualitative,
namely research that uses data sources that have been collected which are closely
related to research, to then be analyzed and described from the data obtained. In
this problem, the researcher uses the theory of legal responibility, theory of legal
protection, and theory of legal certainty.

From the results of research conducted by researchers, namely the validity
of online cosmetic sales and purchase agreements through Facebook and
Instagram, some agreements tend to still not meet the legal requirements based on
the provisions of Article 1320 of the Civil Code. In the event of a default, the
online seller/business actor is obliged to provide compensation, compensation,
and replacement due to the goods or services received not in accordance with the
wishes of the consumer. Legal protection for consumers in buying and selling
cosmetics through Facebook and Instagram is regulated in the Consumer
Protection Act, which in the Act regulates the rights that must be fulfilled by
business actors in conducting online transactions so that there are no losses and
irregularities. Good faith is also very important in this case so that the parties in
the agreement have an obligation not to do things that are detrimental to one of
the parties.

Keywords: Buying and selling, Cosmetics, Facebook, Default, Consumers,
Instagram
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini teknologi berkembang sangat pesat, terutama dalam
hal informasi dan komunikasi.! Pada zaman dahulu jarak merupakan
permasalahan dalam berkomunikasi yang terjadi di masyarakat. Dengan
adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
mempermudah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh
masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan adanya
gaya baru dalam sistem perdagangan. Pada mulanya perdagangan
dilakukan dengan konvensional, yaitu bertemunya penjual dan pembeli
untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring dengan perkembangan
teknologi, kini pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan
penjualan mengalami perubahan. Penjual dan pembeli tidak harus
bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya media internet
sebagai media baru mendorong perubahan teknologi informasi menjadi
lebih maju, serta mudah nya akses dalam menggunakan media internet
menjadi pertimbangan banyak orang untuk melakukan transaksi.?

Beberapa tahun terakhir perdagangan melalui media internet
semakin marak terjadi di Indonesia. Media sosial yang paling banyak
digunakan sebagai sarana promosi produk barang dan jasa adalah
facebook dan instagram karena banyak masyarakat Indonesia
menggunakan nya sebagai tempat transaksi jual beli. Facebook maupun
instagram dengan segala kelebihannya telah memiliki pasar yang luas di

seluruh dunia. Berbagai macam peluang bisnis, informasi bisnis, strategi

! Jokhanan  Kristiyono, “Budaya Internet: Perkembangan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi dalam Mendukung Penggunaan Media di
Masyarakat”, Jurnal Scriptura, Vol. 5:1 (Th 2015), hlm. 23.

2 Imam Sjaputra, Problematika Hukum Internet Indonesia,
(Jakarta: Prehnhallindo, 2002), hlm. 92.



marketing suatu produk bisa dijumpai dalam setiap update facebook dan
instagram para penggunanya.

Facebook memiliki banyak fitur, salah satu fitusnya adalah fitur
jual beli pada grub facebook. Fitur jual beli ini diluncurkan pada tahun
2016 karena grub facebook telah tumbuh sebagai wadah untuk jual beli.
Lebih dari 450 juta orang setiap bulannya mengunjungi grub facebook
untuk melakukan aktivitas jual beli. Facebook meluncurkan fitur jual
beli yang diberi nama marketplace. Marketplace merupakan tempat jual
beli yang nyaman untuk menemukan, membeli dan menjual barang-
barang dengan setiap orang di komunitas atau grup pengguna facebook.
Di dalam Marketplace para konsumen sangat mudah untuk menemukan
hal-hal baru yang akan disukai dan menemukan rumah baru untuk
aktivitas jual beli yang lebih mudah.

Instagram adalah sebuah media sosial yang memungkinkan
penggunanya untuk berbagi foto maupun video. Pengguna instagram di
Indonesia pada tahun 2017 mengalami perkembangan yang cukup pesat,
yaitu memiliki 45 juta pengguna aktif setiap bulannya. Instagram
memiliki fitur-fitur yang menarik. Berbagai macam fitur yang tersedia
menjadi daya tarik para penggunanya seperti fitur foto, video, dan fitur
instagram story, dengan berbagai efek animasi yang tersedia dalam fitur
tersebut. Berbagai fitur menarik yang tersedia pada instagram,
memeberikan kemudahan bagi para penggunanya, baik untuk sekedar
berbagi terkait aktivitas sehari-hari, membagikan informasi, dan juga
untuk melakukan bisnis online. Berkaitan dengan penggunaan
instagram dalam hal berbisnis, instagram dapat memberi kemudahan
bagi para pelaku bisnis untuk memasarkan dan mempromosikan
produknya melalui internet.

Era perdagangan bebas saat ini, banyak kosmetik dengan
berbagai jenis merek yang beredar di pasaran. Keinginan seorang wanita
untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak

bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan



kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada
masyarakat. Banyak wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik
dengan harga murah tetapi dengan kualitas yang bagus. Tidak heran jika
banyak kosmetik yang dipalsukan serta tidak terdaftar dalam BPOM.
Situasi tersebut membuat para pelaku usaha berlomba-lomba
menghasilkan berbagai macam produk kecantikan. Masalah yang
muncul saat membeli suatu barang secara online, adalah tidak adanya
jaminan kualitas produk. Ulasan tidak selalu bisa diandalkan dan semua
referensi belum tentu mampu meyakinkan pembeli.

Masuknya media internet dalam dunia perdagangan membuat
transaksi jual beli mengalami perubahan, seperti kedekatan para pihak
dalam bertransaksi menjadi renggang, karena masing-masing pihak
tidak saling mengenal secara dekat satu sama lain, dan ketidakjelasan
mengenai barang yang ditawarkan terlebih apabila barang tersebut
membutuhkan pengenalan secara fisik seperti kosmetik. Kosmetik yang
penulis temukan dalam transaksi jual beli di media sosial facebook dan
instagram diantaranya seperti:

1. Multibeauty, dalam bentuk sabun, skincare, Lipcream;
Justmine Beauty, dalam bentuk toner, facial wash, night cream,;
Eglow, dalam bentuk toner, facial wash, cream siang+malam;
Ms Glow, dalam bentuk day+night cream, toner, face wash;
Aish, dalam bentuk serum wajah;

Moreskin, dalam bentuk cream wajah, lip cream, maskara;
Maybelline, dalam bentuk foundation, concealer, dan lipstik;

Implora, dalam bentuk lipstik, serum wajah, dan parfume;

A ) (o T o

Hanasui, dalam bentuk cream wajah, serum wajah, dan masker;

—_—
e

Oriflame, dalam bentuk Skincare, Body Care, Makeup, Parfum.

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli,
seperti pembeli dengan penjual di media sosial facebook maupun
instagram dimana pihak pembeli telah melakukan negosiasi dalam hal

pembayaran dengan pelaku usaha yang memposting barang



dagangannya di beranda facebook maupun instagram. Setelah keduanya
sepakat dengan hasil negosiasi tersebut, maka timbul hak dan kewajiban
yang diterima oleh masing-masing pihak. Pihak pembeli telah
mengirimkan sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati bersama.
Namun di sisi lain pihak pelaku usaha telah melakukan wanprestasi,
dimana pihak pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai
dengan hasil negosiasi yang dilakukan bersama. Dalam hal ini pembeli
merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha tidak menepati
janjinya yang telah dibuat bersama. Oleh sebab itu perlu adanya suatu
perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi, sehingga
konsumen mendapatkan hak nya yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan timbal balik.
Artinya, pelaku usaha dan konsumen berada pada posisi yang setara
secara yuridis, dimana pelaku usaha memiliki dua kewajiban pokok,
yaitu menyerahkan barangnya serta menjamin pembeli dapat memiliki
barang tersebut dengan aman dan tenteram.? Pelaku usaha memiliki hak
berupa pembayaran atas barang dan/atau jasa yang dijual. Di samping
itu, pembeli memiliki kewajiban berupa membayar harga pada waktu
dan tempat yang telah ditentukan,* serta memiliki hak untuk menerima
barang pada waktu perjanjian jual beli di buat dan di tempat barang
tersebut berada. Berdasarkan pengertian hak dan kewajiban yang
melekat pada para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut, maka
hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus berada pada posisi
yang setara dan seimbang. Dari sanalah timbul tanggung jawab pelaku
usaha atas produk yang dijual. Apabila produk yang dijual oleh pelaku

usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka kerugian yang

3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa,
2011), hlm. 162.

4 Ibid.



dirasakan konsumen sebagai akibat dari produk tersebut adalah menjadi
resiko produsen.’

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Melalui media
sosial, kebutuhan sehari-hari seperti kosmetik dan peralatan lainnya
mudah didapatkan, dan barang yang diinginkan konsumen dapat
langsung memilih dan memesannya. Dalam transaksi jual beli metode
pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer uang, cash on
delivery (COD), dan lain-lain. Dengan demikian proses transaksi jual
beli akan lebih mudah dilakukan.

Di Kecamatan Banguntapan sendiri merupakan kawasan padat
penduduk dimana jumlah penduduk tercatat sebanyak 124.595 jiwa
dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 61.868 jiwa dan jenis
kelamin perempuan sebanyak 62.727 jiwa.® Dengan padatnya jumlah
penduduk di kawasan tersebut, membuat masyarakat enggan untuk
melakukan transaksi jual beli secara langsung, karena harus mengantri
jika melakukan jual beli secara langsung. Masyarakat di Kecamatan
Banguntapan lebih tertarik melakukan transaksi jual beli secara online
melalui media sosial facebook dan instagram, karena dianggap lebih
mudah dan praktis. Pada kenyataannya banyak juga masyarakat di
Kecamatan Banguntapan yang memiliki toko onlineshop sendiri, jadi
jika ada yang ingin melakukan transaksi jual beli maka konsumen akan
dengan mudah mencari toko onlineshop tersebut melalui media sosial
facebook dan instagram dengan pertimbangan biaya ongkos kirim yang
tidak terlalu mahal dibandingkan dengan melakukan transaksi jual beli

di luar daerah.

> M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung
Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta:
Genta Press, 2007), hlm. 1.

¢ Data Statistik Kecamatan Banguntapan Tahun 2021.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik
untuk mengkaji dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan berjudul
“Perbandingan Praktik Perjanjian Jual Beli Kosmetik Melalui Media
Sosial Facebook dan Instagram Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten

Bantul ”

B. Rumusan Masalah

1.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
Bagaimana praktik perbandingan keabsahan perjanjian jual beli
kosmetik melalui media sosial facebook dan instagram di Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam KUH
Perdata?
Bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak melakukan
wanprestasi dalam perjanjian jual beli kosmetik melalui media sosial
facebook dan instagram di Kecamatan Banguntapan Kabupaten
Bantul ?
Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
perjanjian jual beli kosmetik melalui media sosial facebook maupun

instagram sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1.

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui praktik perbandingan keabsahan perjanjian
jual beli kosmetik melalui media sosial facebook maupun
instagram sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

b. Untuk mengetahui akibat hukum jika salah satu pihak
melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli kosmetik

melalui media sosial facebook maupun instagram.



c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam
perjanjian jual beli kosmetik melalui media sosial facebook
maupun instagram sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam
penelitian ini terdiri dari dua aspek, yakni secara teoritis dan praktis.

a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangsih pemikiran bagi [lmu Hukum mengenai
perjanjian jual beli secara online. Sehingga berbagai problema
dalam perjanjian jual beli khususnya yang dilakukan secara
online dapat diatasi dan ditemukan solusinya dengan baik.

b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan bagi masyarakat, tentang perjanjian
jual beli secara online serta menjadi masukan, bahan
pertimbangan, evaluasi bagi pihak terkait pelaksanaan perjanjian
jual beli secara online dan menjadi rujukan bagi penelitian
berikutnya dalam perjanjian jual beli.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang penyusun lakukan
terhadap karya ilmiah yang ada, ditemukan beberapa karya ilmiah yang
membahas mengenai tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini.
Adapun literatur yang telah penyusun temukan dan rangkum adalah
sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Pebrinurpina yang berjudul
“Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Media
Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik”.” Skripsi ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli dengan
menggunakan media elektronik (online contract) adalah perikatan
ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan
memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan
sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa
telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan
computer global internet.

Skripsi yang ditulis oleh Arum Retnowati yang berjudul
“Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Electronik Commerce) Menurut
Hukum Perdata”.® Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli terjadi apabila
penawaran telah dikirim oleh pengirim dan penawaran tersebut telah
diterima dan disetujui oleh penerima, kecuali diperjanjikan lain, hal ini
sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik junto Pasal 50 Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012. Para pihak dalam transaksi jual beli melalui
internet terdiri dari penjual, pembeli, provider, bank, serta jasa
pengiriman barang yang memiliki tanggung jawab untuk melancarkan
transaksi sebagaimana mestinya, beritikad baik dan bersikap jujur
memberikan informasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Catur Prayogi yang berjudul “Analisis
Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online

Trading) Di Bursa Efek Surabaya”.’ Skripsi ini menjelaskan bahwa

7 Ayu Pebrinurpina, Keabsahan Perjanjian Jual Beli dengan
Menggunakan Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Palembang,
2017.

8 Arum Retnowati, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet
(Electronic Commerce) Menurut Hukum Perdata, Skripsi, Fakultas Hukum:
Universitas Jember, 2015.

% Catur Prayogi, Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham
Melalui Media Internet (Online Trading) di Bursa Efek Surabaya, Skripsi,
Fakultas Hukum: Universitas Jember, 2004.



mekanisme jual beli saham melalui media internet dilakukan dengan
cara pemodal harus terdaftar atau menjadi anggota sebuah perusahaan
sekuritas, setelah terdaftar pemodal dapat melakukan transaksi saham
melalui media internet. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi
adalah pump and dump, bait and switch, scalping, ponzi scheme dan
affinity afraud. Kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan pasar modal
yang dilakukan melalui internet sering dilakukan dengan melalui proses
adjudikasi yaitu litigasi, proses konsensus yang dilakukan melalui
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan melalui arbritasi.

Skripsi yang ditulis oleh Azwin Fariz H yang berjudul “Analisis
Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce)
Dengan Sistem Distributor/Keagenan”.!® Skripsi ini menjelaskan bahwa
prinsip-prinsip yang mendukung serta menjadi syarat sahnya suatu
perjanjian jual beli media elektronik, serta pengetahuan tentang metode-
metode baru dalam melakukan transaksi jual beli melalui media
elektronik yang berkembang pada masa sekarang ini, seperti
Distributor/Keagenan, agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan
kepercayaan bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam melakukan
transaksi melalui media elektronik, meskipun belum ada Undang-
Undang atau Peraturan yang mengatur secara khusus tentang jual beli
melalui media elektronik dengan menggunakan sistem Distributor atau
Keagenan.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Lalu Satria Indra B yang berjudul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam

Perspektif Hukum Perdata”.!'! Jurnal ini menjelaskan bahwa sebuah

10 Aswin Fariz H, Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli

Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Dengan Sistem Distributor/Keagenan,
Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Airlangga.

' Lalu Satria Indra B, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian
Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah,
Fakultas Hukum: Universitas Mataram, 2018.



10

sistem transaksi keuangan yang baru, cryptocurrency dengan
menggunakan Bitcoin merupakan teknologi yang relatif baru dan perlu
pengkajian lebih lanjut. Konsep mata uang ini merupakan ide yang
dicetuskan Nakamoto dimana mata uang ini memperkenalkan sistem
mata uang alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan
supply dan demand. Belum adanya standarisasi protokol sistem
pembayaran di Indonesia, membuat pihak ketiga (bank dan non bank)
membuat infrastruktur pembayaran masing-masing. Transaksi jual beli
dengan Bitcoin di Indonesia dinyatakan tidak sah karena suatu perjanjian
tidak boleh berisikan suatu yang bertentangan dengan Undang-Undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai dengan bunyi Pasal 1320 KUH
Perdata yang ditegaskan oleh Pasal 1337 KUH Perdata, sebab perjanjian
yang dibuat dengan sebab demikian tidak mempunyai kekuatan dan
akibat dari suatu perjanjian yang bertentangan tersebut batal demi
hukum atau perjanjian tersebut tidak sah. Bitcoin tidak bisa dinyatakan
sebagai alat pembayaran yang sah karena Bitcoin tidak dikeluarkan oleh
Bank Sentral Indonesia dan Bitcoin bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dimana yang di akui
sebagai mata uang di Indonesia adalah rupiah dan Bitcoin tidak termasuk
didalammya.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yasid yang berjudul
“Analisis Yuridis Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Pada Overdosis
Clothes Gallery Dan Winni Boutique Di Kota Medan”.'? Jurnal ini
menjelaskan bahwa proses pelaksanaan perjanjian jual beli secara online
pada Overdosis Clothes Gallery dan Winni Boutique di kota Medan
dilakukan dalam empat tahap, yaitu penawaran, penerimaan,
pembayaran, dan pengiriman barang, namun ada juga pembayaran yang

dilakukan pada tahap akhir. Dalam transaksi tersebut terdapat beberapa

12 Muhammad Yasid, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Jual Beli
Secara Online Pada Overdosis Clothes Gallery Dan Winni Boutique Di Kota
Medan”, Jurnal, Fakultas Hukum: Universitas Darma Agung, 2019.
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bentuk wanprestasi, yakni adanya kecacatan dan ketidak sesuaian barang
dengan spesifikasi gambar yang ditawarkan dan keterlambatan
penyelesaian yang tidak sesuai dengan perjanjian. Penyelesaian yang
ditempuh oleh pihak tersebut dalam menyelesaikan wanprestasi tidak
sampai pada jalur hukum, melainkan dengan cara musyawarah serta
memberikan potongan harga dan memperbaiki pakaian yang terdapat
kecacatan pada pembeli yang mengalami kerugian.

Kajian pustaka penelusuran yang telah penyusun lakukan, belum
ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat. Oleh
karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak dan perlu
untuk di bahas.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung
jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab
secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung
jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas
suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.'3
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab
pelaku usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sehingga
konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk kosmetik,
dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti kerugian kepada
pelaku usaha yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

13 Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Teori
Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai [lmu
Hukum Deskriptif Empirik, alih bahasa Somardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia,
2007), hlm. 81.
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Konsumen, pertanggungjawaban berupa ganti kerugian tersebut
didasarkan atas pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pelaku usaha (dalam hal ini ialah
penjual kosmetik pada media sosial facebook maupun instagram)
terhadap konsumen memiliki bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya,
yaitu:'4

a. Contractual Liability atau Pertanggungjawaban Kontraktual,
merupakan tanggung jawab keperdataan atas dasar perjanjian
(kontrak) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh
konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau
memanfaatkan jasa yang diberikan.

b. Product Liability atau Pertanggungjawaban perdata terhadap
produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang
dialami oleh konsumen yang diakibatkan karena mengonsumsi
produk yang dihasilkan atau yang dijual. Pertanggungjawaban
ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Dengan
demikian, product liability dalam hal ini tidak terdapat hubungan
perjanjian antara pelaku usaha (penjual) dengan konsumen,
tetapi didasari pada tanggung jawab produknya. Ketentuan ini
termaktub dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Criminal Liability atau Pertanggungjawaban pidana dari pelaku
uasaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang

dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan

4 Syukni Tumi Pengata, “Apa Saja Bentuk-Bentuk
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya, URL:
mediakonsumen.com, diakses pada 13 November 2012.
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melindungi.!’® Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang
secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa
atau pemerintah.!® Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum
dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena
dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi
berbagai kepentingan di lain pihak.!” Sedangkan menurut Satjipto
Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak yang diberikan oleh hukum.'®

Perlindungan hukum untuk konsumen diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.!” Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah
hak dari konsumen dan kepastian hukumnya yang diatur dalam

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam jaringan), Hak
Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud,
https://kbbi.web.id/perlindungan.html, diakses pada 11 November 2021.

16 Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam jaringan), Hak

Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud,
https://kbbi.web.id/hukum.html, diakses pada 11 November 2021.

17" Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

18 Ibid., hlm. 69.

19 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.


https://kbbi.web.id/perlindungan.html
https://kbbi.web.id/hukum.html,
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Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa
perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan
hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek
hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu preventif ataupun
represif, dan secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka
menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan, dan
ketetapan. Hukum pada dasarnya harus dibuat dengan adil karena
sebagai pedoman dalam berlaku menunjang suatu tatanan yang
bersifat wajar. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem,
norma, aturan, yang menekankan pada aspek das sollen dengan
menyertakan beberapa norma atau aturan yang dilakukan.?® Menurut
Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Kepastian
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang,
sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin
adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan
yang harus ditaati.’! Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum
mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat
umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau
tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

20" Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Suatu Pengantar
Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,
2010), hlm. 59.

21 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:
Kencana, 2008), hlm. 158.
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aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.?

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum
merupakan bagian-bagian tetap dari hukum. Beliau berpendapat
bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian
hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara dan
hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian
hukum, nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan
kebahagiaan.?

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji dan meneliti masalah yang ada pada
penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field
research), ialah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau
langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini.>*

Penelitian lapangan ini
merupakan pencarian informasi secara langsung kepada masyarakat
yang melakukan jual beli kosmetik melalui facebook maupun
instagram di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan

metode hukum yuridis empiris. Artinya, penelitian hukum dilakukan

22 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Imu Hukum,

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

23 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian
Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), him. 82-83.

24 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,
(Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.
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untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, dalam meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.?

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian
yang menggunakan sumber data yang terkumpul dan erat kaitannya
dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan di deskripsikan
dari data yang diperoleh. Suatu penelitian hukum deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang bermaksud untuk
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam
memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-
teori baru.?®

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis empiris, dengan memaparkan materi-materi
pembahasan secara sistematis melalui pengumpulan fakta-fakta
hukum dari berbagai hasil wawancara, observasi lapangan, dan
dokumen yang di dapat saat penelitian dan mengkaji norma-norma
hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan literatur
yang berkaitan dengan perjanjian jual beli online.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data
sekunder.

a. Sumber Data Primer

25 Puput Purwanti, Dua Pengertian Hukum Empiris Dalam

Kajian Penelitian, https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris, diakses pada
12 November 2021.

26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,

(Jakarta: UI, 2008), him. 10.


https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris,
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Menurut Sugiyono, yang dimaksud data primer adalah
sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh
secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara,
jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun
hasil observasi dari suatu objek. Dengan kata lain. Peneliti
membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab
pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode
observasi).?” Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh
dari hasil wawancara dengan pelaku jual beli kosmetik melalui
media sosial facebook dan instagram baik itu penjual maupun
pembeli.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, yang dimaksud data sekunder adalah
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh
melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa
buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data
dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat
arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan
penelitiannya.”® Sumber data sekunder dalam penelitian ini

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-

27 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

28 Sugiyono, Op.Cit, hlm. 193.
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dokumen, buku-buku literatur, jurnal, artikel, maupun sumber
lain yang berkaitan dengan penelitian ini.?

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Menurut  Sugiyono, wawancara atau  interview
merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan
dengan cara tatap muka maupun dengan menggunakan jaringan
telepon.’® Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti
informasi apa saja yang hendak digali dari narasumber.
b. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan
dengan cara membaca buku-buku atau jurnal dengan sumber
data lainnya dalam perpustakaan. Penelitian ini dilakukan
dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang
dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat
juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran,
dan lain-lain.3!

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah
diperoleh melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Keseluruhan

data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan

2 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), him. 194.

30" Mugnifar Ilham, Pengertian Wawancara Menurut Para
Ahli Terlengkap, https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-
ahli/, diakses pada 12 November 2021.

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016).


https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/,
https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/,
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metode deskriptif kualitatif, yaitu fakta atau informasi yang
diperoleh dari subjek penelitian dan tempat penelitian yang
bertujuan untuk memberikan uraian-uraian pada data dalam bentuk
kalimat yang terstruktur dan kemudian dihubungkan secara
sistematis untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab
permasalahan dalam penelitian ini.*? Setelah data yang dibutuhkan
terkumpul dengan melalui metode penelitian, maka selanjutnya
penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik
yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum
menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus.*?

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rencana dalam proses
penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis
hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya juga dengan
sub bab yang ada. Sistem pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima
bab yang masing-masing didalamnya terdapat sub bab. Adapun rincian
sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi mengenai, latar belakang masalah
yang merupakan uraian dari alasan penulis atas judul penelitian yang
akan penulis teliti. Kemudian rumusan masalah merupakan kerangka
permasalahan yang akan diteliti. Lalu tujuan dan kegunaan penelitian,
selanjutnya tinjauan pustaka merupakan karya ilmiah lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai pembanding
terhadap tulisan penelitian ini. Kemudian kerangka teoritik, yang
dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Lalu

metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

32 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial:
Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 62.

3 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 121.
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Bab kedua, berisi tinjauan umum terhadap perjanjian, perjanjian
jual beli, perjanjian jual beli online, serta perlindungan konsumen yang
terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: Tinjauan umum perjanjian
yang mencakup pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah
perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan berakhirnya suatu perjanjian;
Tinjauan umum perjanjian jual beli yang mencakup pengertian jual beli,
hak dan kewajiban para pihak, resiko dalam perjanjian jual beli, dan
berakhirnya perjanjian jual beli; Tinjauan umum perjanjian jual beli
online yang mencakup pengertian jual beli online, konsep dasar jual beli
online, subjek dan objek jual beli online, dan macam-macam transaksi
pembayaran jual beli online: Tinjauan umum perlindungan konsumen
yang mencakup pengertian perlindungan konsumen dan tujuan
perlindungan konsumen.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kecamatan
Banguntapan dan Jual Beli kosmetik melalui media sosial facebook dan
instagram yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi: Gambaran Umum
Kecamatan Banguntapan yang mencakup letak geografis Kecamatan
Banguntapan dan Demografi Kecamatan Banguntapan; Sejarah
Perkembangan Kometik yang mencakup sejarah kosmetik, pengertian
kosmetik, klasifikasi dan penggolongan kosmetik, pemanfaatan kosmetik
bagi masyarakat, dan bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik;
Sejarah perkembangan situs jual beli facebook yang mencakup sejarah
facebook, proses transaksi media sosial facebook, kelebihan dan
kekurangan facebook, dan review konsumen jual beli facebook; Sejarah
perkembangan situs jual beli instagram yang mencakup sejarah
instagram, perkembangan instagram, proses transaksi media sosial
instagram, kelebihan dan kekurangan instagram; dan Transaksi Jual Beli
Kosmetik melalui media sosial facebook  maupun instagram di
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;

Bab keempat, berisi mengenai pokok permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini tentang praktik perbandingan keabsahan



21

perjanjian jual beli kosmetik melalui media sosial facebook dan
instagram di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; akibat hukum jika
salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli
kosmetik melalui media sosial facebook dan instagram di Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul yang mencakup permasalahan yang
dialami konsumen dalam jual beli kosmetik melalui media sosial
facebook dan instagram di Kecamatan Banguntapan dan akibat hukum
jika pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi; dan perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kosmetik melalui
media sosial facebook dan instagram sebagaimana diatur dalam
perundang-undangan yang mencakup penyelesaian sengketa transaksi
jual beli melalui instagram dan penyelesaian sengketa melalui facebook.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang diperoleh atas hasil
permasalahan yang telah di bahas sebelumnya untuk menjawab rumusan
masalah yang ditemukan dalam penelitian, dan memberikan saran

berdasarkan kesimpulan yang telah didapat.



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya,

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Sejauh ini praktik perbandingan keabsahan perjanjian jual beli
kosmetik melalui facebook maupun instagram harus memenuhi
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya
perjanjian. Dalam transaksi jual beli melalui facebook maupun
instagram, mengenai kecakapan seseorang sangat sulit untuk
dipenuhi karena penawaran dan penerimaan terjadinya kesepakatan
tidak bertemu langsung/tatap muka, sehingga sulit menentukan para
pihak telah dinayatakan sudah cakap menurut undang-undang. Tidak
terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu
syarat kecakapan, sechingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan
melalui putusan pengadilan, akan tetapi jika salah satu pihak tidak
meminta pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan
mengikat para pihak yang terlibat sebagaimana mengikatnya undang-
undang.

Akibat hukum bagi salah satu pihak melakukan wanprestasi yang
terjadi dalam transaksi jual beli kosmetik melalui facebook maupun
instagram pada umumnya dilakukan oleh penjual online/pelaku
usaha. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang dirugikan
dapat memilih tuntutannya terhadap pihak yang melakukan
wanprestasi berupa pemenuhan perjanjian, menuntut pembatalan,
atau penggantian ganti rugi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak-hak konsumen

yaitu; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

160
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barang tersebut sesuai yang dijanjikan, hak atas Informasi yang
benar dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa,
dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian, dan ketika salah satu pihak ternyata berbuat
curang maka pihak facebook maupun instagram secara sepihak
melakukan pemblokiran atas akun yang dibuat.

Dalam hal terjadinya ketidaksesuaian terhadap barang yang dikirim
oleh pelaku usaha maka media sosial facebook maupun instagram
telah menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan
dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha
dan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui facebook
dan instagram dapat dilakukan dengan Negosiasi, Mediasi, dan juga
bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan
dapat dilakukan penuntutan sampai ke pengadilan apabila penjual
melakukan wanprestasi. Namun kebanyakan pihak penjual maupun

pembeli lebih menginginkan penyelesaian melalui negosiasi.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang

terkait, diantaranya:

1.

Perlu adanya pembaharuan terhadap ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yang masih terdapat kekurangan dalam
pengaturan pada pasal-pasal di dalamnya, agar peraturan perundang-
undangan tersebut dapat selaras, seimbang, dan sejalan dengan
perkembangannya.

Diharapkan kepada pihak yang melakukan jual beli secara online
baik itu kosmetik maupun barang-barang lainnya agar tetap
memperhatikan syarat subyektif serta syarat obyektif dalam Pasal
1320 KUH Perdata. Dan juga ada baiknya kita lebih selektif lagi
dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan

kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan



162

transaksi jual beli secara online. Jangan tergiur dengan harga yang
murah. Biar kalah di mahal, tetapi kualitas terjamin.

Perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang adanya Badan
penyelesaian sengketa konsumen yang ada, baik di pemerintah
propinsi atau pemerintah daerah,mengingat banyak nya masyarakat
yang tidak mengetahui adanya lembaga penyelesaian sengketa
konsumen khususnya di daerah-daerah. Dan Juga melakukan
sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar
para pihak yang terkait yang berhubungan dengan dengan transaksi
jual beli online dapat melakukan transaksi ini sesuai dengan aturan

yang berlaku juga agar terdapat persamaan persepsi.
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